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PERDA KOTA SALATIGA NO.3, LD. 2026/NO. 3. TLD. NO. 3. HLD KOTA SALATIGA 14 HLM. 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA 3 TAHUN 2026 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR 
NARKOTIKA 
ABSTRAK - bahwa dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan 

masa depan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor 
narkotika, diperlukan upaya untuk mewujudkan pelindungan dan kesejahteraan 
masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika yang 
cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan 
kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan 
secara sistematis, terstruktur, efektif, efisien serta ntuk menjamin kepastian hukum 
dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya pengaturan dalam peraturan 
daerah. 

 
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 

Tahun 1950;  UU No.  UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.  
 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam 
pengaturannya. Diatur tentang Asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup 
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika, Kelembagaan, sinergitas dan kerjasama , 
penghargaan, partisipasi masyarakat, monitoring, evakuasi dan pelaporan, 
pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan kerjasama dan kemitraan, Peran 
serta masyarakat, penghargaan dan pembinaan, serta pendanaan Fasilitasi P4GN 
dan PN. 

 
CATATAN       - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2026 

- Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan: 6 hlm; 
 


